BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka
dapat diambil simpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan penelitian ini untuk perbedaan hak antara returnees untuk hak atas
kewarganegaraan tidak ada perbedaan hak antara returnees dan deportan karena
mereka returnees dan deportan masih memiliki hak atas kewarganegaraan
berdasarkan , serta untuk beberapa undang-undang juga melindungi hak atas
kewarganegaraan ,untuk returnees dan deportan masih memiliki hak atas
kewarganegaraan , hak atas kewarganegaraan mereka masih di anggap sebagai
whni karena mereka returnees dan deportan tidak di cabut kewarganegaraannya ,
dan masih memiliki status kewarganegaraan Wni , maka pemrintah tidak boleh
menolak atau ,menangkal returnees dan deportan untuk memasuki wilayah
Indonesia ,hal ini disebabkan returnees dan deportan masih memiliki hak atas
kewarganegaraan dan masih berkewarganegaraan Indonesia . sehingga jika kita
mengacu pasa peraturan perundang-undangan , negara tidak boleh melarangan
masuk warga negaranya semdiri. Pemerintah indonesia pun tidak dapat
menghilangkan kewarganegaraannya returnees dan deportan sebagai Wni karena
itu merupakan suatu hak returnees dan deportan, serta UU kewarganegaraan
juga menganut asas stateless sehingga untuk returnees masih memiliki hak yang
sama yakni masih memiliki hak atas kewarganegaraan Indonesia. Negara tidak
dapat menolak dan melakukan pencekalan terhadap returnees dan deportan
karena hak kebali merupakan hak dari returnees dan deportan yang sebagaimana
telah di atur di dalam Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia juga menyatakan bahwa “warga negara Indonesia berhak
meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu pemerintah
harus melindungi returnees dan deportan melalui pemulangan karena itu
merupakan dari hak returnees dan deportan mempunyai hak untuk kembali.

2. Terkait dengan pencabutan kewarganegaraan returnees non kombantan, untuk
pencabutan kewarganegaraan returnees non kombantan maka akan melanggar
hak atas kewarganegaraan , hal ini di sebabkan hak atas kewarganegaraan telah
di ataur dalam berbagai pengaturan internasional dan nasional yang menyatakan
bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan , maka untuk returnees
non kombantan pencabutan kewarganegaraan merupakan pelanggaran hak asasi
manusia, bahwa status kewarganegaraan merupakan salah satu bagian dari
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HAM, dan Indonesia telah menjamin hak atas status kewarganegaraan pada
UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang HAM meliputi hak untuk memiliki,
memperoleh,  mengganti, = mempertahankan, dan  memilih  status
kewarganegaraan, serta menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat dari
status kewarganegaraan yang ia terima, maka pencabutan kewarganegaraan
yang di terapkan pada returnees non kombantan jika dilakukan akan melanggar
hak asasi manusia karna pencabutan kewarganegraan akan menimbulkan hilang
nya hak-hak fundamental returnees non kombantan.

4.2. Saran

1.

Dari penjelasan di atas maka seharusnya pemerintah Indonesia, Apabila
Pemerintah Indonesia tetap mengambil langkah untuk menolak kepulangan
mereka, maka ada baiknya pemerintah memberikan alasan dan dasar hukum
yang kuat untuk menolak kepulangan returnees dan deportan , terkait dengan
kepulangan sebaiknya pemerintah meilhat atur-aturan yang ada karena untuk
penolakan pemerintah tidak dapat menolak returnees dan deportan oleh karena
itu pemerintah indonesia harus melindungii dan memulangkan returnees dan
deportan tersebut karena mereka masih memiliki status kewarganegaraan
Indonesia.

Terkait pencabutan kewarganegaran returnees non kombantan sebaiknya tidak
dilakukan karena pencabutan kewarganegaraan tidak ada dasar hukum yang
kuat, pencabutan kewarganegaraan hanya di atur dalam Convention on the
Reduction of Statelessness 1961 Meskipun demikian, Indonesia belum
meratifikasi Convention on the Reduction of Statelessness sehingga karena
Indonesia tidak termasuk dalam negara anggota konvensi tersebut maka
Indonesia juga tidak terikat pada konvensi tersebut, oleh karena itu pencabutan
kewarganegaraan merupakan pelanggaran hak asasi manusia maka tidak di
anjurkan untuk Indonesia mencabut kewarganegaraan karena belom ada aturan
yang mengatur mengenai pencabutan kewarganegaraan.
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